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TENTAlfG 
PENJABARAN PERTANGGUNOJAWABAlf PELAKSANAAJf ANGGARAN PENDAPATAlf DAlf BELAJIIJA DAERAfl KABUPATEN BONE 

TA.HUN ANGGARA:N 2017 

DENGAN RAHMAT TIJHAN YANG MAHA ESA 
BUPATI BONE 

Menimbang 

Mengingat 

a. bahwa memenuhi ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 2 Tahun 2018 tentang 
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Oaerah Tahun Anggaran 2017, perlu 
ditetapkan Peraturan Bupat.i tentang Penjabaran Pertanggungjawaba.n Pelaksanaan APBO Kabupaten Bone 
Tahun Anggaran 2017 sebagai rincian lebih lanjut dari pertanggungjawaban pelaksanaan APBD; 

I. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Oaerah-Oaerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
1822); 

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembamn Negara Republik Indonesia 
Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah 
dengan Undang-Undang Nornor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569); 

3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Oaemh dan Retribusi Oaerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lcmbamn Negara Republik Indonesia Nomor 3685) i.ebagaim.ana 



telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lcmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 
Nomor 264, Tambahan l.c.mbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048); 

4. Undong-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Pcrolchan Hak atas Tanah dan Bangunan {Lcmbaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lcmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688); 

5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Pcnyelenggaraa.n Negara yang bersih dan bebas dari Kompsi, 
Kolusi dan Nepotisme (Lcmbaran Negara Rcpublik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lcmbaran Negara 
Repub)ik Indonesia Nomor 3851); 

6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lcmbaran Negara Rcpublik Indonesia Tahun 
2003 Nomor 47, Tambahan Lcmbaran Negara Nomor4286J; , 

7. Undang-Undang Nomor l Tahun 2004 tentang Pcrbendaharaan Negara (Lcmbaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lcmberan Negara Nomor 4355); 

8. Undang-Und.ang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pcmeriksaan Pcngelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara 
(Lcmbamn Negara Rcpublik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lcmbaran Nomor 4400); 

9. Und.ang-Und.ang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lcmbaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lcmbaran Negara Nomor 4421); 

10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Penmbangan Keuangan antara Pcmerintah Pusat dan 
Pcmerintah Daerah (l.embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambatum l.embanm Negara 
Repub\ik Indonesia Nomor 4438); 

11. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Dacrah dan Retribusi Daerah (Lcmbaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan l.embaran Negara Rcpublik Indonesia Nomor 5049); 

12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tcntang Pcmbentukan Pcraturan Pcrundang-undangan (Lcmbaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lcmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5234); 

13. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemenntahan Daernh (Lcmbaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lcmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5507) sebagaimana telah 
diubah beberapa kali terakhir dengan undang-undang nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas 
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pcmerintahan Daerah (Lcmbaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2015 Nomor 58,Tambahan Lcmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

14. Pcraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kcduduka:n Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan 
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lcmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, 
Tambahan Lc.mbaran Negara Nomor 4416) sebagaimana telah diubah dengan Pcraturan Pc.merintah Republik 
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lndone:.ia Nomor 37 Tahun 2005 tentang perubehan atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang 
Kedudukan Protokoler dan Keuangan 
Pimpinan dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Oaerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4540); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 t.entang Pengelolaan Keuangan Sadan Layanan Umum {Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4502); 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lemba.ran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Nomor 4503); , 

17. Pemturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 t.entang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574); 

18. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lcmbaran Negara Republik Indonesia Nomor4575); 

19. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem lnformasi Keuangan Daerah (Lemba.ran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lcmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576); 

20. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang H1bah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 
Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577); 

21. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelol.aan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

22. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan 
Mmunal (Lcmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lemba.ran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4585); 

23. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Jnstansi Pemerintah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4614); 

24. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tat.a Cara Pcmberian dan Pemanfaatan lnsentif 
Pemungutan Pajak Dae rah dan Retribusi Dae rah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119); 

25. Peraturan Pemerint.ah Nomor 71 Tahun 2010 tentang St.andar Akun1ansi Pemerint.ah (Le.mba.ran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 49,Tambahan Lcmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor4503;) 
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26. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 20 l O ten tang Jeni.s Pajak Daerah yang dipungut Bcrdasarkan Penetapan 
Kepala Daemh atau dibayar sendiri oleh Wajib Pajak (Lemba.ran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 
153); 

27. Peraturan Menteri Dalam Negen Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Kcuangan Daerah, 
sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Menteri Oalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang 
Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pcdoman Pengelolaan 
Keuangan Daerah; 

28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah 
Berbasis Akrual Pada Pemerint,11.h Daerah; 

29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatat'l 
dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015; 

30. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pokok -Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah 
(Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2008 Nomor 10), Sebagaimana Telah di ubah dengan Peraturan 
Daerah Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bone Pokok-pokok 
Pengelolaan Keuangan Daerah Nomor 10 tahun 2008 (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2015 Nomor 8); 

31. Peraturan Daerah Ka bu paten Bone Nomor 06 Tahun 2016 ten tang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja 
DaerahTahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2016 Nomor 06); 

32. Peraturan Bupati Bone Nomor 34 Tahun 2013 tentang Perubahan Peraturan Bupati Bone Nomor 17 Tahun 2008 
tentang Sistem Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah 

33. Peratuaran Bupati Bone Nomor 51 Tahun 2016 tentang Kebijakan Akuntansi ( Serita Daerah Kabupten 
Bone Tahun 2016 Nomor 51 ); 

34. Peratuaran Bupati Bone Nomor 52 Tahun 2016 tentang Penyusutan dan Masa Manfaat Aset Tetap ( 
Serita Daerah Kabupten Bone Tahun 2016 Nemer 52 ); 

35. Peratuaran Bupati Bone Nomor 53 Tahun 2016 tentang Penyisihan Piutang dan Penyisihan Dana 
Bergulir ( Serita Daerah Kabupten Bone Tahun 2016 Nomor 53 ); 

36. Peratuaran Bupati Bone Nomor 54 Tahun 2016 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah ( Serita 
Daerah Kabupten Bone Tahun 2016 Nomor 54 ); 
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Menetapkan PERA1URAN BUPATI TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PEL'lKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN 
DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BONE TAHUN ANGOARA.N 2017 . 

......,, 
Pelaksanaan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anuanrn 2017 terdiri at.as : 
l. Pendapatan 

a. Pendapatan Asti Daerah 
b. Pendapatan Transfer ;,, 
c. Lain-lain Pendapatan yang sah 

Jumlah Pendapatan 

Rp. 280.478.099.485,46 

Rp. l.921.221.577.175,00 

Rp. 216.289.485,975,99 
RP, 2,201,699-676,660,46 

2. Belanja 
a. Belanja Operasi 

I. Belanja Pegawai 
2. Belanja Barang 
3. Belanja Bunga 
4. Belanja Subsidi 
5. Belanja Hibah 

6. Belanja Bantuan Sosial 
7. Belanja Bantuan Keuangan 

' 

Rp. 
Rp. 
Rp. 
Rp. 
Rp. 
Rp. 
Rp. 

862. 709. 768.867,02 

525.314.561.098,00 

590.230.716,39 

0.00 
33.183.996.000,00 

50.051.860.356,00 
l.279.415.500,00 

Rp, l.47J.J29,8J2,5J7,4} • 



b. Belanja Modal 

l. Bclanja Tanah 

2. Belanja Peralatan dan Mesin 

3. Belanja Oedung dan Bangunan 
4. Belanja Jalan ,lrigasi dan Jaringan 
5. Belanja Aset Teta.p Lainnya 

6. Belanja Aset Lainnya 

e. Belanja Tak Terduga 

d. Transfer 

Jumlah Belanja dan Transfer 

Surplus/ (Defisit) 

3. Pem biayaan 
a. Penerimaan 
b. Pengeluaran 

Rp. 

Rp. 
Rp. 
Rp. 
Rp. 

Rp. 

Rp. 
Rp. 

96.750.000,00 
81.285.926.987 ,00 
60.781.640.220,00 

235.514.388.438.00 
14.877 .267.800,00 

147.500.000,00 
Rp. 392.703.473.445,00 

Rp. 12.512.000,00 
Rp. 374.515.545.036,00 

Rp. 2.24Q.J61.J63.Q18,4J 
Rp, 38.6§1.68§.357,95 

121.202.865.126,52 
23.245.864.760,00 

Jumlah Pembiayaan Netto 
Sisa Lebih Pembiayean Anggaran tahun berkenaan 
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RP, 
Rp. 

97,957,QQQ,366,52 
59-.295.314.008,57 



.. ..,, 
Ringkasan Laporan Rcahsasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal I tcrcantum dalam Lampintn I Pcraturan 
Bupati ini; 

Pua13 
Ringka.san Laporan Rcalisasi Anggaran sebagaimana 
Pcnjabaran Laporan Reali.sasi Anggaran; 

dim.aksud daJam Pasal 1 dirinci kbih lanjut kc da1aJn ...... 
Pcnjabaran Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana 
Pcraturan Bupati ini; 

dimaksud dalam Pasal 3 tcrcantum dalam Lampiran II 

. ...... 
Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 4 mcrupakan bagian yang tidak terpisahkan 
dari Peraturan Bupa.ti ini; ...... 
Pcraturan Bupati ini bcrlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar Setiap Orang Mcngctahuinya ,Mcmerinta.hkan pcngundangan pcrturan Bupati ini dengan pcnempataruiya dalam 
Berita Daerah Kabupaten Bone. 

Ditetapkan di Watampone 
Pada tanggaJ � l.lp.'1:td 2018 

�. BUPATI BONE, 

BAKTI 
Diundangkan di Watampone 
pada tanggal 1 ,«u11tu• 2018 
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONE 

.ez: 
SERITA DAERAH KABUPATEN BONE TAHUN 2018 NOMOR 75 
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